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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PMK.05/2020
TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN,
SERTA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN
BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK

Menimbang

DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (13) huruf
a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari
Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui

Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
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Menetapkan
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Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN

PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK
BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang
selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, adalah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009.

2. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat
PPN, adalah pajak sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang PPN.

3. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang selanjutnya
disingkat PMSE, adalah perdagangan yang transaksinya
dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik.

4. Barang Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat BKP,
adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang PPN.
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10.

11.

Jasa Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat JKP, adalah
jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang
PPN.

Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang
berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi
barang yang merupakan  hasil konversi atau
pengalihwujudan maupun  barang yang  secara
originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data
elektronik.

Jasa Digital adalah jasa yang dikirim melalui internet
atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya
melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak
mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi
informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan
jasa berbasis piranti lunak.

Pembeli Barang adalah orang pribadi atau badan yang
menerima atau seharusnya menerima penyerahan BKP
Tidak Berwujud dan yang membayar atau seharusnya
membayar penggantian BKP Tidak Berwujud karena
pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean melalui sistem
elektronik.

Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang
menerima atau seharusnya menerima penyerahan JKP
dan yang membayar atau seharusnya membayar
penggantian JKP karena pemanfaatan JKP dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui sistem
elektronik.

Pedagang Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan
yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di
luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan
Pembeli Barang di dalam Daerah Pabean melalui sistem
elektronik.

Penyedia Jasa Luar Negeri adalah orang pribadi atau
badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan

di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan
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Penerima Jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem
elektronik.

Penyelenggara PMSE, yang selanjutnya disingkat PPMSE,
adalah pelaku wusaha penyedia sarana komunikasi
elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
PPMSE Luar Negeri adalah PPMSE yang bertempat
tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah
Pabean.

PPMSE Dalam Negeri adalah PPMSE yang bertempat
tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah
Pabean.

Pelaku Usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang
terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar
Negeri, PPMSE Luar Negeri, dan/atau PPMSE Dalam
Negeri.

Pemungut PPN PMSE adalah Pelaku Usaha PMSE yang
ditunjuk oleh Menteri untuk memungut, menyetorkan,
dan melaporkan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak
Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean melalui PMSE.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Pemungut PPN PMSE untuk menghitung, menyetorkan,
dan melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan
BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 2
PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud
dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean melalui PMSE.
PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut,
disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha PMSE
yang ditunjuk oleh Menteri.
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